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Adalah Kesia-siaan!
Rudy Satriyo Mukantardjo*
Pada tanggal 1 Oktober 2003, Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi Mengenai
Tindakan Melawan Korupsi (United Nations Convention against
Corruption). Konvensi tersebut kemudian ditandatangani pada
tanggal 9 November 2003 di Merrida, Meksiko. Setelah diratifikasi
paling tidak oleh 30 negara yang diperkirakan rnernakan waktu 2
tahun, maka konvensi akan berlaku. Setelah melalui suatu proses
pembahasan dalam persidangan yang panjang (2 tahun di dalam 7
kali persidangan), rnaka konvensi ini harus dipandang sebagai
upaya internasional untuk melawan korupsi.1 Melawan korupsi
harus disikapi sebagai persoalan manusia sedunia, itulah kira-kira
isi pesan yang disarnpaikan oleh konvensi tersebutf.
Indonesia sebagai saiah satu negara yang rakyatnya sebagai pelaku dan
sekaligtts sebagai korban terbesar dari tindak pidana kontpsi, sehantsnya
menjadi negara pertama yang meratifikasi konvensi tersebut.
" Penulis mendalami bidang hukum pidana sejak mendapatkan gelar sarjana
hukum dari Fakultas Hukuin Universitas Indonesia (FHU1) tahun 1985.
Pendidikan ini diteruskan pada institusi yang sama, baik untuk S2-1990 maupun
S3-2002. Selain sebagai pcngajar di FHUi, Beliau juga mengajar di institusi lain
seperti Universitas Jayabaya, Universitas Pelita Harapanj dan Universitas
Trisakti. Saat ini beliau turut mengembangkan Sentra Hak Asasi Manusia (Sentra
HAM) FHUI yang didirikan pada tahun 1998.
1 "Upaya Melawan Korupsi Melalui Konvensi PBB" dalam Media Hukum
dan Keadilan teropong, Vol. Ill No. 4 januari 2004, ha!. 55.
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Suatu peristiwa yang sangat patut untuk kita sarabut dengan
gembira. Sebab korupsi yang "wabah"nya sudah mendunia, pada
akhirnya mendapat tempat dalam suatu aturan internasional.
Sifatnya dapat dikatakan tidak sekedar ikatan moral akan tetapi
marnpu untuk mengikat negara-negara yang telah menandatanginya
untuk rnelaksanakan konvensi tersebut.
Korupsi, seberapapun besar dan siapapun pelakunya hingga
saat sekarang porsi pandangnya rnasih sebatas atau secara sengaja
dibatasi sebagai persoaian nasional atau dalam lingkup satu negara
saja. Porsi pandang seperti itu dilakukan baik oleh negara yang
mendapat predikat sebagai negara terkorup atau negara yang kecil
tingkat korupsinya. Dengan kata lain poHtik hukum di negara-
negara tersebut sarna-sama masih roernandang korupsi adalah
sernata-mata sebagai persoaian dalarn negeri atau sebagai yurisdiksi
hukum nasional.
Alasan yang dikemukakan adalah hukum nasional negara
kami, rnasih karni nilai "murnpuni" untuk menjerat para pelakunya
(koruptor). Hukum nasional negara kami dengan ancaman
pidananya juga dinilai rnasih dapat mernbuat takut para calon
koruptor, sehingga mereka dinilai oleh para pembentuk undang-
undang harus berpikir sekian kali dulu dan mempertiinbangkan
dengan baik-baik sebelum melakukan tindakan "rnerarnpok uang
rakyat". Pokoknya ini adalah menyangkut persoaian kedaulatan dan
kehormatan hukum dari negara kami.
Namun apalah yang akan dan dapat dilakukan oleh rakyat dan
perangkat hukurnnya dalam upaya menanggulangi korupsi, apabila
"korupsi sudah sedernikian meluas, rnerata, dan mendalarn; tiada
satupun pemerintahan yang secara sungguh-sungguh berupaya
untuk mengatasinya; pelaku korupsinya adalah orang-orang yang
sedang rnemegang kekuasaan kelembagaan negara^ baik eksekutif,
legislatif maupun yudikatif, yang terurai dalam wujud: pelaku
korupsinya adalah seorang presiden atau rnantan presiden -korupsi
presidensial- dan rnelibatkan para anggota keluarga presiden atau
mantan presiden; atau pelaku korupsinya adalah dari kalangan
angkatan bersenjata atau yang mempunyai senjata, yang rnembuat
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orang takut sebelum berbuat sesuatu; atau korupsi yang terjadi di
kalangan inereka yang nienyatakan dirinya adalah sebagai bagian
dari aparat penegak hukum, yang seharusnya mereka bekerja untuk
nienegakkan hukum korupsi; atau korupsi yang dilakukan oleh
niereka yang inenamakan diri sebagai wakil rakyat; atau korupsi di
sektor perbankan; di sektor pelayanan publik; atau bahkan di sektor
swasta". Sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh rakyat dengan
perangkat hukurn nasionalnya? Jawabannya dengan tegas harus
dikatakan sebagai tidak ada! Waiaupun teiah puluhan Kornisi
Pemberantasan Korupsi atau sejenisnya teJah dibentuk, tidak
berdaya!
Sebagai contoh yang nyata adalah pengalaman di banyak
negara sebagai negara boneka dari negara "adikuoso". Pemegang
"kuoso" di beberapa negara boneka tersebut dapat dinilai telah
nyaris berhasil memusnahkan golongan manusia -walaupun hanya
satu golongan akan tetapi korbannya adalah jutaan- yang
berideologi atau yang di "cap" sebagai kornunis, sosialis atau orang
kiri, yang notabenenya mereka itu adalah rakyatnya sendiri. Mereka
juga telah berhasil dalam waktu singkat untuk menjebloskan ke
penjara inenjatuhkan pidana mati bagi orang-orang yang di "labeli"
sebagai pelaku teror. Akan tetapi apa prestasi mereka dalam
penindakan terhadap orang-orang yang telah rnemperkaya diri atau
pihak Iain dengan cara melanggar hukum, dan yang pasti telah
mengakibatkan kerugian keuangan dan ekonomi 4iegara dan yang
lebih pasti adalah membuat jutaan rakyat menderita? Dan bahkan
telah dinyatakan sebagai tindak pidana dengan kategori sebagai
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan
sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara
luar biasa.3 Ternyata didapatkan fakta proses penegakan hukurn
2 Istilah-isttlah tersebut diambil dari Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian
Korupsi di Indonesia Buku !-3, Jakarta: Yayasan Aksara,2Q01.
3 Lihat bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.
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sangat dan sangat jauh dengan fakta sekian trilyun uang rakyat yang
telah dikorup.
Keadaan ini jelas sampai dengan kapanpun tidak mungkin
untuk dapat diselesaikan dengan kemampuan rakyat yang ada,
dengan perangkat hukum yang ada. Kita perlu uluran tangan,
mengajak, dan diajak oleh rakyat atau negara lain yang peduli untuk
persoalan rnelawan korupsi.
Tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri mempunyai
hubungan dengan bentuk dan jenis tindak pidana iainnya khususnya
adalah tindak pidana yang terorganisir, tindak pidana dalain bidang
ekononii, dan tindak pidana pencucian uang.
Tindak pidana korupsi dalam jumlah yang besar jelas akan
mengeruk sumber daya milik rakyat dalam bentuk dana dan secara
signifikan akan menjadi perusak terhadap stabilitas, ekonorni,
perkembangan sosial suatu negara;
Dalam upaya menjalankan bisnis "hitam" nya dengan sangat
"baik" -pengertian baik di sini adalah tidak hams bicara soal
mendatangkan keuntungan atau menguntungkan, akan tetapi
adalah agar sulit untuk dilacak tindakan "melawan
hukum"nya dan dapat atau tetap dapat nienimbuikan kesan
kepada publik sebagai perusahaan yang "baik-baik" sekaligus
berharap, dan ini yang paling penting, tidak akan dapat
diketahui akan tetapi dapat dinikmati secara aman, semau dan
selama-lamanya- maka tidak jarang mereka: (1) niembentuk
badan hukum yang tujuan tertulisnya adalah menghimpun
dana untuk tujuan sosial dan amal; (2) mengeiuarkan produk-
produk hukum dengan tujuan untuk menguntungkan bisnis
keluarga dan ternan-teniannya, terutama dalarn bidang
industri, perdagangan, proyek infrastruktur, kehutanan,
perkebunan dan Iain-lain yang menyangkut pada kebutuhan
orang banyak dan memungkinkan untuk di monopoli; (3)
berani untuk memanfaatkan Finna Hukum dan Kxmsultan
Keuangan Internasional yang bagus.
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Karena berhubungan dengan persoalan uang dan uang identik
dengan perekonomian, maka tindakan "melawan hukum"nya adalah
berkisar pada tindak pidana dalam bidang ekonomi. Dengan
kekuasaan yang dimiliki oleh sang penguasa, maka dengan sangat
mudah dilakukan penguasaan pasar dengan membentuk monopoli
atau bahkan duopoli komoditi.
Atas uang dan uang yang telah berhasil mereka -para
koruptor- peroleh dengan tentunya secara "melawan hukum", maka
harus diupayakan atau harus didapatkan cara untuk dapat
menunjukkan bahwa uang tersebut adalah "halal", bersih sehingga
dengan mudah dapat dinianfaatkan. Maka harus terjadi yang
dinamakan dengan "pencucian uang". Salah satu tempat "pencucian
uang" yang terbaik adalah di lembaga-lenibaga keuangan apakah itu
dalam bentuk bank atau non-bank atau diinvestasikan.
Penguasa tidak akan secara "legowo" untuk mengakhiri masa
jabatan kekuasaannya. Upaya mengamankan kekuasaannya, jelas
sangatlah tidak mudah. Menjaga stabilitas negara sebagai aiasannya
padahal senyatanya adalah upaya melanggengkan kekuasaan juga
tidak ganipang. Gelombang protes, pernyataan sikap ketidak
percayaan, pemberontakan pasti akan terjadi, meredam ini
memerlukan dana. Meredam gerakan tersebut sedikit banyak pasti
akan mernpengaruhi stabilitas, ekonomi dan sekaligus
perkernbangan sosial suatu negara. ;
Kemerdekaan rakyat untuk menyarnpaikan pendapat, kritik,
kebebasan pers, kebebasan kehakiman, adalah musuh-musuh sang
penguasa. Untuk itu lembaga-lernbaga penyuara suara rakyat dan
keadilan harus dibungkam. Lembaga peradilan di buat mandul bagi
penguasa akan tetapi sangat peka terhadap rakyat kecil.
Kemerdekaan menyatakan pendapat yang dilakukan oleh rakyat
dalam bentuk deinonstrasi, harus berhadapan dengan kekuatan
bersenjata. Tidak dalam arti membuat aman selama rakyat
menggelar pernyataan pendapat akan tetapi membubarkan secara
paksa dan berdarah sampai dengan menjebloskan tokoh-tokoh
demonstran ke penjara. Lebih rnenyedihkan lagi adalah direkrutnya
sejumlah orang yang akan bertindak sebagai massa pendukung sang
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penguasa untuk melawan massa yang anti-penguasa. Inilah
perkenibangan sosial sebagai ekses dari korupsi yang tidak rnenutup
kemungkinan akan terjadi.
Oleh karena itu baruslah muncul suatu kesadaran -yang
dituangkan dalam konvensi melawan korupsi- di antara negara-
negara yang ada untuk tidak saatnya lagi melihat pennasalahan di
seputar upaya melawan korupsi sebagai semata-mata persoalan
rakyat di suatu negara, akan tetapi harus menjadi persoalan
transnasional (beberapa negara), menjadi persoalan masyarakat dan
ekonomi dunia. Sehingga tidaklah salah apabila keraudian harus
rnuncul kerjasarna internasional untuk persoalan upaya penegakan
hukum, perlindungan dan sekaligus pengawasannya.
Menarik mernperhatikan beberapa pasal dalam konvensi
sebagai bagian dari upaya roengajak negara-negara lain untuk
"saling mernbantu" dalara upaya perang melawan korupsi. Sernua
dengan rnengingat apabila sifat dari tindakan dan penegakan
bukumnya sudah melibatkan negara lain.
Mengikat kepada setiap negara penandatangan konvensi untuk
secara aktif dapat memberi informasi mengenai hal-hal yang
diperlukan atau babkan bukti untuk pembuktian di persidangan
mengenai tmdak pidana korupsi yang terjadi di negara lain. Dalam
contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara X, yang
kemudian ternyata terkait dengan tindakan "peneftcian uang" di
suatu bank di negara Y, rnaka peinberian informasi dan bukti jelas
sangat diperlukan guna pembuktian kelak di persidangan.
Tidak hanya sekedar memberikan informasi dan "bukti", akan
tetapi kalau memang diperlukan dapat dilaksanakan saling
kerjasarna dalam bidang penyeiidikan dan penyidikan dan bahkan
dapat dilibatkan dalam persoalan pembuktian selarna dalam tahap
pemeriksaan di persidangan. Pelibatan ini terjadi karena telah
sedeinikian sulitnya pembuktian korupsi apalagi telah
rnernpergunakan jaringan internasionaL
Dalam persoalan ekstradisi. secara dengan sendirinya setiap
negara yang turut dalam konvensi ini terjalin perjanjian pengiriman
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pelaku tindak pidana korupsi ke negara dimana tindak pidana
korupsi tersebut terjadi. Hal ini terpulang dalani banyak kasus
penegakan hukum -proses pembuktian- inenjadi agak sulit atau
"terhalang" karena pelaku berlindung atau bahkan inendapat
perlindnngan oleh negara lain.
Meminta kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi ini
untuk niernberlakukan hukum -anti korupsi-nya dengan menganut
asas universal. Makna dari asas ini adalah hukum anti korupsi suatu
negara memungkinkan untuk dilaksanakan pada diri seseorang,
yang telah inelakukan tindak pidana korupsi di negara lain.
Pernberlakuan asas universal sudah niulai tampak pada
undang-undang yang mengatur mengenai tindakan yang tidak
terbatas hanya bagi rakyat di suatu negara, akaa tetapi bahkan oleh
seluruh raasyarakat dunia dinilai sebagai tindak pidana atau
rnelanggar hukum. Sebagai contoh adalah pada kasus pelanggaran
HAM yang berat, terorisnie dan pencucian uang.
Pada tindak pidana terorisme di Indonesia (UU Nomor 1 Tahun
2002) misalnya dalam Bab II Lingkup Berlakunya Undang-Undang
Pasal 3(1) dan (2):
PasaiS
(1) Undang-undang ini beriaku terhadap seiiap orang yang melakukan atau
bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara
Republik Indonesia dan atau negara Iain jug^ yang mempunyai
yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan
terhadap pelaku tersebut.
(2) Negara Iain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l)apabila:
a. kejahatan diiakukan oleh warganegara dari negara yang bersangkutan;
b.kejahatan diiakukan terhadap warganegara dari negara yang
bersangkutan;
c. kejahatan tersebut juga diiakukan di negara yang bersangkutan;
d. kejahatan diiakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah
dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan
negara asing atau ternpat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler
dari negara yang bersangkutan;
e. kejahatan diiakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu;
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f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh
pemerintah negara yang bersangkutan; atau
g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut
atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara
yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang Pasal 2.
Pasal 2
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari
tindak pidana
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan iniigran;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan rnanusia;
I. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian; f
p. penggeiapan;
q. penipuan;
r, pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
\v. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan; atau
y. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4
(enipat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar
wilayah Negara Repitblik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
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Penggunaan kalimat:
• Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang
melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana korupsi di
wilayah negara lain juga yang mempunyai yurisdiksi dan
menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap
pelaku tersebut,
• kejakatan dilakukan oleh warganegara dari negara yang
bersangkutan;
• kejakatan dilakukan terhadap warganegara dari negara yang
bersangkutan;
• kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang
bersangkutan;
• kejakatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara
tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan
undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan
itu dilakukan.
• yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut
hukum Indonesia.
rnernberikan gambaran yang jelas sainpai sejauh mana hukum suatu
negara dapat dipergunakan untuk memperkuat tindakan melawan
korupsi. Tanpa mempergunakan asas universal ni&caya adalah hal
yang sia-sia untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap
pelaku korupsi yang sudah rnelampaui batas negara dalam
menjalankan aktivitasnya.
Dari kenyataan tersebut ternyata belum genap 5 (lima) tahun
usia Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah
saatnya di amandemen. Tidak apa-apa, semua dengan maksud
untuk mernbuat kita lebih berdaya untuk menanggulangi tindak
pidana korupsi. Kita harus berupaya untuk "mengupeng", tidak
mernberikan celah pelaku korupsi lotos dari jeratan hukum, semoga.
(rusaniu)
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